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ABSTRAK 
 

Linda Ayyu Isfiana. 201810115100. Keabsahan Perkawinan Sedarah dan Akibat 

Hukum terhadap Anak yang dilahirkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Perkawinan sedarah merupakan perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan 

perempuan yang masih memiliki satu garis keturnan yang sama. Selain berakibat 

dipertanyakan keabsahan status perkawinannya, juga menimbulkan dampak 

terhadap status, kedudukan dan pemenuhan hak keperdataan anak yang dilahirkan 

serta dampak dari segi kesehatan akan melahirkan anak yang cacat fisik ataupun 

mental.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan perkawinan 

sedarah dan akibat hukum teradap anak yang dilahirkan dari pembatalan 

perkawinan sedarah orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-

normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan 

pendekatan perbandingan serta dilakukan secara studi kepustakaan guna 

mendapatkan bahan hukum yang diperlukan.  

Hasil dari penelitian menyimpulkan keabsahan perkawinan sedarah adalah tidak 

sah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan pada Pasal 2 Ayat (1) dan 

Pasal 8 UUP jo. Pasal 39 KHI. Kemudian perlindungan terhadap kedudukan dan 

hak anak harus dilihat pada status perkawinan orang tuanya. Apabila perkawinan 

orang tuanya terjadi karena dasar ketidaktahuan terdapat larangan perkawinan, 

dalam hukum Islam anak tersebut tetap menjadi anak sah dan berhak mendapatkan 

hak seperti anak sah pada umumnya. Namun jika orang tuanya mengetahui terdapat 

larangan perkawinan dan sengaja tetap melaksanakan perkawinan, maka 

kedudukan anaknya menjadi anak luar kawin atau anak sumbang didasari Pasal 42 

dan Pasal 43 UUP jo. Pasal 99 huruf a KHI. Setelah keluarnya Putusan MK 

No.46/PUU-VIII/2010 menjadikan anak luar kawin mendapatkan hak-haknya 

seperti anak sah dan adanya Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 dikatakan anak luar 

kawin dimungkinkan mendapat hak harta warisan bapak biologisnya melalui wasiat 

wajibah. 

Kata kunci: keabsahan perkawinan, akibat hukum, hak anak incest. 
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ABSTRACT 
 

Linda Ayyu Isfiana. 201810115100. The Legitimacy of Incestuous Marriage and 

Legal Consequences for Children Born According to the Compilation of Islamic 

Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. 

Incestuous marriage is a marriage that occurs between a man and a woman who 

still have the same line of descent. In addition to questioning the validity of their 

marital status, it also has an impact on the status, position and fulfillment of the 

civil rights of children with physical or mental disabilities. 

The study aimed to determine and understand the legitimacy of incestuous marriage 

and the legal consequences for children born from the annulment of their parents 

incestuous marriage. This research used a juridical-normative method with a 

statutory approach, a case approach and a comparative approach and was carried 

out by means of a literature study in order to obtain the necessary legal materials. 

The results of the study concluded that the legitimacy of incestuous marriage was 

invalid because the conditions for marriage in Article 2 Section (1) and Article 8 of 

the UUP jo. Article 39 KHI. Then the protection of the position and rights of 

children must be seen in the marital status of their parents. If the parents marriage 

occurs because of ignorance, there is a prohibition on marriage, in Islamic law the 

child remains a legal child and has the right to rights like legitimate children in 

general. However, if the parents know that there is a prohibition on marriage and 

deliberately continue to carry out the marriage, then the position of the child as an 

illegitimate child or a discordant child based on Article 42 and Article 43 of the 

UUP jo. Article 99 letter a KHI. After the issuance of the Constitutional Court's 

Decision No. 46/PUU-VIII/2010, it is possible for illegitimate children to get their 

rights such as legitimate children and the MUI Fatwa No. 12 of 2012 states that it 

is possible for illegitimate children to inherit their biological fathers inheritance 

rights throught mandatory wills.  

Keywords: legality of marriage, legal consequences, incestuous child rights. 
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MOTTO 
 

 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

(QS. Al-Baqarah: 286) 
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